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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Bangsa Indonesia telah melalui tiga puluh dua tahun era pemerintahan 

otoriter dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, tidak terkecuali 

peristiwa penumpasan PKI. Memasuki era reformasi, tuntutan rakyat kepada 

Negara agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu 

khususnya peristiwa penumpasan PKI kian tak terbendung. Teori keadilan 

transisional yang berisi gagasan mengenai konsep pencapaian keadilan bagi 

korban pelanggaran HAM di masa lalu yang telah diterapkan di beberapa 

negara menjadi opsi untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat 

penumpasan PKI.  

 Sebagai sebuah Negara hukum, penerapan suatu mekanisme yang 

berdampak pada hajat hidup orang banyak juga perlu diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Teori keadilan transisional dalam disiplin ilmu 

hukum hanya dapat memiliki tempatnya dalam struktur hukum Indonesia 

ketika teori tersebut bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum positif 

nasional. Lebih lanjut keadilan transisional yang dipahami dalam bentuk suatu 

mekanisme hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran 

HAM di masa lalu telah diadopsi sebagai ketentuan hukum dalam Undang 

Undang Pengadilan HAM dan Undang Undang Pembentukan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. 

 Permasalahan muncul ketika mekanisme pengadilan dalam teori 

keadilan transisional yang memiliki basis keabsahan melalui Undang Undang 

Pengadilan HAM tidak dapat berfungsi untuk menyelesaikan kasus 
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pelanggaran HAM peristiwa penumpasan PKI. Lebih lanjut pasca-keluarnya 

putusan MK nomor Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan 

Undang Undang KKR, gagasan KKR sebagai bagian dari keadilan transisional 

tidak lagi memeliki basis keabsahan namun tetap digunakan dan terbukti telah 

berhasil mewujudkan perdamaian dan keadilan di beberapa daerah 

sebagaimana tujuan dari keadilan transisional itu sendiri. 

 Dalam hal ini terdapat dua macam pernyataan yang dapat menjelaskan 

apakah teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia. Pertama, 

ialah secara normatif jika memandang teori keadilan transisional sebagai 

sebuah teori yang menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran 

HAM di masa lalu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua gagasan dalam 

teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia oleh karena 

ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodir mekanisme 

KKR sebagai salah satu gagasan dalam teori keadilan transisional. Kedua, jika 

memandang teori keadilan transisional sebagai kesatuan konsep mengenai 

proses pencapaian keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu, 

berikut dengan gagasan mekanisme pencapaiannya maka indikator yang dapat 

ditelaah tidak lagi sebatas normatif tentang ada atau tidaknya kaidah hukum 

positif yang mengatur keadilan transisional sebagai bagian dari peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi perlu pula dilihat kesesuaian 

teori keadilan transisional dengan politik hukum HAM di Indonesia. 

 Dalam hal ini eksistensi teori keadilan transisional yang sudah 

bertransformasi ke dalam Undang Undang Nasional diuji oleh realita yang ada. 

Politik Hukum HAM Nasional digunakan sebagai media untuk menjawab 

mengenai eksistensi teori keadilan transisional dalam penegakan hukum HAM 

di Indonesia. Adanya kesesuaian antara cita konstitusi dengan metode keadilan 

transisional membuat teori ini sebutulnya memiliki dasar yang kuat untuk 
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diterapkan di Indonesia. Selain itu munculnya Tap MPR Nomor V / MPR / 

2000 Tentang Pemantapan Persatuan Nasional dipandang sebagai legitimasi 

dari kebaradaan KKR sebagai salah satu mekanisme dari teori keadilan 

transisional. Sehingga pada hakikatnya kesesuaian antara teori keadilan 

transisional sebagai sebuah gagasan atas mekanisme penyelesaian pelanggaran 

HAM di masa lalu dan juga sebagai sebuah konsep yang menggambar upaya 

pencapaian keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu dengan politik 

hukum nasional yang terkandung di dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor V 

/ MPR / 2000 serta Undang Undang lain dibawahnya mengartikan bahwa teori 

keadilan transisional sesungguhnya dapat diterapkan di Indonesia. 

 

5.2. Saran 

 Ada pun saran penulis atas keberadaan teori keadilan transisional yang 

dalam penelitian ini telah dibuktikan dapat diterapkan di Indonesia karena 

memiliki kesesuaian dengan politik hukum HAM nasional Indonesia adalah 

sebagai berikut:  

1. Perlunya upaya untuk mengevaluasi keberlakuan Undang Undang 

Pengadilan HAM, khususnya mengenai syarat usulan DPR dan Kepres 

dari Presiden dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Kondisi 

syarat yang menghambat terwujudnya keadilan pidana bagi para korban 

pelanggaran HAM di masa lalu perlu disikapi dengan upaya perubahan 

terhadap pasal tersebut oleh Pemerintah dan DPR atau dengan 

mengajukan judicial review kepada MK oleh warga masyarakat.    

2. Perlunya kesegeraan dalam membentuk Undang Undang KKR yang 

baru sebagai perangkat dalam menyelenggarakan mekanisme KKR 

sebagaimana gagasan dalam teori keadilan transisional. Pembentukan 

Undang Undang KKR merupakan amanat Tap MPR Nomor 006/PUU-
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IV/2006 sehingga pengingkaran terhadap kewajiban untuk membentuk 

Undang Undang KKR yang telah lama dibatalkan oleh MK adalah suatu 

perbuatan yang melawan hukum.  

3. Terciptanya komitmen dan keinginan politik yang kuat dari seluruh 

elemen bangsa, khususnya organ negara dalam hal pemuliaan terhadap 

Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembuatan 

kaidah hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap HAM, 

penegakan hukum, hingga edukasi terhadap pentingnya perlindungan 

terhadap HAM di masyarakat. 
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